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Muhammad Fandy (B 111 10 901), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No.19/Pid.B/2013/ PN.SUNGG)”, di 
bawah bimbingan H. M. Imran Arief, sebagai pembimbing I, dan Nur Azisa, 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk a), mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.b). mengetahui yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa perkara tindak 
pidana pencabulan. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan 
data dengan wawancara dan menggunakan dokumentasi yaitu (Dokumen-
dokumen atau arsip- arsip yang diberikan oleh pihak terkait dalam ini Pengadilan 
Negeri Sungguminasa), penelitian kepustakaan dan lain-lain. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis 
data dilakukan dengan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa a). Penerapan hukum pidana 
materil dalam putusan Nomor.19/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa berawal dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan 
penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum juga telah sesuai dengan menerapkan Pasal 289 KUHP tentang 
Perbuatan menyerang Kehormatan Kesusilaan atau juga disebut Perbuatan 
Cabul kepada terdakwa Kadir Dg. Liwang.b). Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa Kadir Dg. Liwang sebagai pelaku pencabulan tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negara 
Indonesia tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari 
hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. Dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 
Indonesa seutuhnya bermakna bahwa pembangunan tersebut mencakup 
pembangunan jasmani dan rohani atau lahir dan batin yang 
kesejahteraannya dari semua aspek kehidupan ialah rasa aman dan 
tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap 
kewajiban dan menghargai hak orang lain yang telah dipahami sehingga 
penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan 
kebutuhan bersama. 
Berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat semakin 
marak terjadi yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 
sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan faktor lainnya. Permasalahan-
permasalahan kerap menimbulkan tindak pidana yang merugikan individu 
atau banyak orang. Perilaku yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dan 
norma-norma yang berlaku di masyarakat inilah yang dianggap 
penyelewengan yang berujung pada suatu pelanggaran bahkan suatu 
kejahatan. 
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Kejahatan merupakan suatu istilah untuk menilai perbuatan-
perbuatan tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang 
meresahkan masyarakat. Peningakatan kejahatan dari waktu ke waktu 
tidak dapat dihindari seiring terus meningkatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia. Kejahatan ini 
berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. 
Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, bukan tidak mungkin 
mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk 
melakukan berbagai kejahatan. 
Tindak pidana terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak 
banyak jika dibandingkan dengan tindak pidana mengenai harta benda 
(kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan 
kekhawatiran. 
Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, 
menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang 
bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan 
efisienterhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya 
pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan 
seksual di negara masing-masing. Disamping itu, apabila dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya 
pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia dapat 
menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk 
memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum 
dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi 
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secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan 
nasional mereka. 
Tindak pidana terhadap kesopanan dibentuk untuk melindungi 
kepentingan hukum (rechtsbelang) terhadap rasa kesopanan masyarakat 
(rasa kesusilaan termasuk didalamnya). Dalam usaha negara menjamin 
terjaganya nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh warga 
masyarakat inilah dibentuk tindak pidana dalam BAB XIV Buku II KUHP 
mengenai kejahatan terhadap kesopanan dan BAB VI Buku III KUHP 
mengenai pelanggaran terhadap kesopanan. Berdasarkan pertimbangan 
pembentuk undang-undang mengenai objek rasa kesopanan masyarakat 
itu, dapat dipilah antara penyerangan terhadap rasa kesopann yang 
bercorak kejahatan di masa sifat penyerangan pada kepentingan hukum 
mengenai rasa kesopanan yang lebih berat daripada penyerangan  
terhadap rasa kesopanan yang bercorak pelanggaran maka Undang-
undang membagi tindak pidana kesopanan ini. 
Kejahatan kesopanan dimuat dalam BAB XIV (Misdrijven tegen de 
zeden): Pasal 281-303 bis dan pelanggaran kesopanan BAB VI 
(Overtredingeb betreffende de zeden): Pasal 532-547. Kenyataannya 
memang pelanggran kesopanan lebih ringan daripada kejahatan 
kesopanan.Kata zeden diartikan sebagai kesusilaan dan kesopanan.Kata 
kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian 
adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau 
dengan nafsu birahi. 
Menurut ahli hukum, Kesusilaan adalah suatu pengertian adat-
istiadat megenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal 
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berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan yang juga berasal dari 
kata yang sama yakni zeden seharusnya juga demikian. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu ada dua macam, 
yakni, antara lain dibagi: 
1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid). Untuk 
kejahatan melanggar kesusilaan terhadap pada Pasal 281 
sampai dengan pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran 
golongan pertama (Kesusilan) ini dirumuskan dalam pasal 532 
sampai pasal 535. 
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan 
kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, 
untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam Pasal 300 
sampai dengan Pasal 303, Sementara itu untuk jenis 
pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan 
dengan masalh seksual) dirumuskan dalam Pasal 536 sampai 
dengan 547 (Wirjono,1984 : 115-116). 
 
Tindak pidana terhadap kesusilaan selalu menimbulakan kesulitan-
kesulitan terutama pada aparat penegak hukum baik pada tahap 
penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap persidangan khususnya 
karena kesulitan pembuktian. Kesulitan pembuktian tersebut timbul karena 
korban kejahatan tersebut tidak segera melapor kepada penyidik yang 
umunya karena dicekam rasa malu bahkan ada yang melaporkannya 
setelah berbulan-bulan setelah kejadian. 
Sulitnya membuktikan maka diperlukan pengertian bagi anggota 
masyarakat perihal seluk beluk tindak pidana ini. Dengan mengerti 
tentang tindak pidana ini berikut modus operandi yang bisa dilakukan si 
pembuat, dan dengan disertai sikap yang berhati-hati terutama kaum 
perempuan yang pada umumnya menjadi objek tindak pidana kesusilaan 
maka kemungkinan korban dari tindak pidana mengenai kesusilaan dapat 
diperkecil. 
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Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis 
untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak 
pidana Pencabulan.Penulis mengangkat kasus pencabulan yang terjadi di 
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa 
dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2013/ 
PN.SUNGG)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas 
maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan (Studi kasus putusan No. 
19/Pid.B/2013/PN.SUNGG.)? 
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terdakwa perkara tindak pidana pencabulan 
(Studi kasus putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.SUNGG.) ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang 
melandasi penelitian yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap tindak 
pidana pencabulan (Studi kasus putusan No. 19/Pid.B 
/2013/PN.SUNGG.) 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana pencabulan (Studi kasus putusan 
No.19/Pid.B/2013/PN.SUNGG.) 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan ilmiah : 
a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan 
dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. 
b. Memberikan tambahan referensi hukum yang adapat 
digunakn sebagai acuan bagi penelitian daam bidang yang 
relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang 
dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam. 
2. Kegunaan Praktis 
Memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait, 
khususnya pengadilan mengenai ketentuan-ketentuan hukum 
pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan 











A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan” dan “yuridis”.Tinjauan 
berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, 
memeriksa. Kata tinju mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang 
artinya perbuatan meninjau, pengertian kata tinjauan dapat diartikan 
sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara 
sistematik. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang 
ditetapkanoleh undang-undang. 
Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan 
yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan 
hukum dan undang-undang. 
Adapun pengertian Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum 
Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana 
materil yang artinya kegiatan pemeriksaan teliti terhadap semua ketentuan 
peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana 
adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah 
orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan 
tersebut dan pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap 
orang tersebut. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Delik atau tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut 
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yatu straf, baar, dan feit.Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.Jadi, istilah 
Starfbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik 
dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Amir Ilyas, 2012 : 19). 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 
dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum (P.A.F. Lamintang, 1997 : 34). 
Selain daripada istilah straftbaar feit, dipakai juga istilah lain, yang 
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum.Bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Perancis disebut delit  dan dalam bahasa Indonesia dipakai 
istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana 
dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana (Leden Marpaung, 2008 : 7). 
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Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Adami 
Chazawi, 2002 : 71). 
Berikut beberapa istilah yang lazim digunakan oleh beberapa 
sarjana hukum dalam merumuskan istilah strafbaarfeit : 
1. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1963: 
32), Rusli Effendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206). 
2. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno (1983: 54). 
3. Perbuatan yang boleh di hukum digunakan oleh H.J.Van 
Schravendijk (Sianturi 1986: 206). 
4. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), 
Soesilo (1979: 26)  dan S.R Sianturi (1986: 204). 
5. Delik digunakan oleh Satochid Kartanegara (tanpa tahun: 74). 
Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah tersebut 
dengan disertai alasan dan pertimbangan masing-masing. Untuk istilah 
mana yang digunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, 
merupakan hal yang wajar. 
Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum di atas, penulis 
berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum dimana perbuatan tersebut tidak memiliki alasan pembenar dan 
disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa yang melanggarnya dan 
dianggap dapat mempertanggungjawabkannya. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Adami Chazawi (2002 : 82), dari rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Di dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-
unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan 
dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 
atau kesalahan (criminal responbility). 
Menurut D. Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus 
dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
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4. Dilakukan dengan kesalahan; dan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut panadangan monistis dalam pengertian tindak pidana 
sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal 
responsibility (Amir Ilyas, 2012 : 38-40) 
Sementara menurut pandangan dualistis hanya dicakup criminal 
act, dan criminal responsibility  tidak menjadi unsur tindak pidana. Dengan 
demikian, suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya 
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang tanpa 
adanya suatu alasan pembenar. 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistismeliputi : 
1. Unsur-unsur tindak pidana : 
a. Ada perbuatan; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar 
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana : 
a. Mampu bertanggungjawab 
b. Kesalahan 






a. Unsur-unsur tindak pidana 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana: 
1) Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik. 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, 
perbuatan atau tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Jika 
ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, 
misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan), cara perumusan seperti itu 
merupakan suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak 
berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah 
ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya tetap harus dibuktikan 
di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya perbuatan 
tersebut (Adami Chazawi, 2002 : 83). 
Untuk mengetahui suatu perbuatan dalam rumusan pasal, maka 
haruslah diperhatikan secara seksama mengenai unsur-unsur yang ada 
agar dapat dikelompokkan secara jelas sebagai suatu bentuk perbuatan 
(Amir Ilyas, 2012 : 51). 
2) Ada sifat melawan hukum (Wederrechtelijk). 
 Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarang 
dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada 
undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada 
masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber pada 
masyarakat, yang sering juga disebut bertentangan dengan asas-asas 
hukum masyarakat, sifat tercela itu tidak tertulis. 
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Seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu terletak pada kedua-
duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa orang lain pada 
pembunuhandilarang(Pasal 338 KUHP), baik dalam undang-undang 
maupun menurut masyarakat, walau kadang ada perbuatan yang tidak 
tercela menurut masyarakat tapi menurut tercela undang-undang, 
misalnya perbuatan mengemis (Pasal 504 KUHP). Sebaliknya, ada 
perbuatan yang tercela menurut masyarakat tetapi tidak tercela menurut 
undang-undang, contohnya perbuatan bersetubuh atas dasar suka sama 
suka atau kumpul kebo. 
3) Tidak ada alasan pembenar. 
Yang termasuk alasan pembenar dalam hal ini : 
a) Daya Paksa Absolute; 
Daya paksa absolute (overmacht)tercantum didalam Pasal 48 
KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana 
seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan 
keadaan yang memaksa. Meskipun dalam undang-undang tidak 
dijelaskan apakah yang dimaksud dengan keadaaan memaksa 
atau overmacht, menurut Van Bemmelen bahwa daya paksa itu 
merupakan suatu pengertian normatif (Amir Ilyas, 2012 : 59), 
meliputi hal-hal dimana seseorang karena ancaman terpaksa 
melakukan tindak pidana, tetapi yang disebut oleh Van 
Bemmelen adalah bentuk yang relatif. 
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b) Pembelaan Terpaksa; 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama 
usianya dengan hukum pidana itu sendiri. 
Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatakan : 
“Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang 
lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang 
sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” 
 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. 
Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan 
keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas, harus seimbang 
antara kepentingan yang dibeladan cara yang dipakai di satu 
pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus 
proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (Amir Ilyas, 
2012 :67). 
c) Menjalankan ketentuan undang-undang; 
Pasal 50 ayat (1) KUHP menyebutkan : 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
 
 Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui alat-
alatnya dalam menjatuhkan ketentuan udang-undang adalah 
sah dan tidak melawan hukum, asalkan dilakukan dengan 
sebenarnya dan patut. Menurut Vos, petugas yang tidak boleh 
menangkap orang yang melarikan diri, membunuh atau melukai 
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berat, kecuali mengenai delik yang sangat serius misalnya 
pembunuhan missal (Amir Ilyas, 2012 : 70). 
d) Menjalankan perintah jabatan yang sah. 
Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan : 
“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak 
boleh dihukum.” 
 
Aturan ini termasuk dasar pembenar karena nsur melawan 
hukum tidak ada, sedangkan pada Pasal 51 ayat (2) ialah dasar 
pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya 
pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira 
menjalankan perintah pejabat yang berwenang dan sah, 
padahal tidak sah (Amir Ilyas, 2012 : 72). 
b. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku 
dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 
atau tidak. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu : 
1) Mampu bertanggungjawab 
Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang 
keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur 
tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam 
masyarakat (Chairul Huda, 2011 : 91). 
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Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada 
umumnya dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya (Amir Ilyas, 2012 : 76), E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 
menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup: 
1. Keadaan jiwanya: 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya), dan 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel, mengingau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam 
keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya: 
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Lebih lanjut E.Y. Kamter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa: 
“kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada 
keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstanddelijke vermogens), 
dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan 
dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens. Untuk 
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terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan 
istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.” 
 
2) Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab. Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari : 
a) Kesengajaan (opzet). 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang 
pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang 
melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus 
mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang 
dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum 
(Amir Ilyas, 2012 : 78). 
Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dapat dibagi menjadi 
3 bagian, yakni: 
(1.) Sengaja sebagai niat ( opzet als oogmerk) 
Bahwa kesengajaan merupakan sifat tujuan dari si pelaku, si 
pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum 
pidana.Dalam rumusan tindak pidana, kesengajaan sebagai 
maksud dengan mudah dapat diketahui karena secara tegas 
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dirumuskan, misalnya Pasal 362, 368, 369, 378 KUHP 
(Adami Chazawi, 2002 : 83). 
(2.) Sengaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar, bahwa 
akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 
Kesengajaan sadar akan kepastian, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat 
mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
(3.) Sengaja sebagai kemungkinan (Dolus eventualis, opzet bij 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan 
kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya 
bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia 
tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya 
kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan 
siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu. 
b) Kelalaian (culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. 
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Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu: 
1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakuan suatu perbuatan (termasuk 
tidak berbuat) yang melawan hukum; 
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang 
berpikir panjang; dan 
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku 
harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya 
tersebut. 
Skema culpa, yaitu : 
(1.) Culpa lata yang disadari atau kealpaan. 
CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya antara 
lain sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat 
buruk tidak akan terjadi (Amir Ilyas, 2012 : 84) . 
Menurut pasal 7 ayat (3) Criminal Code of Yugoslavia, 
bahwa kealpaan ada pada pembuat delik jikalau ia 
menyadari tentang kemungkinan akan terwujudnya akibat 
terlarang, tetapi secara gegabah menganggapnya tidak 
akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya (Andi 
Zainal Abidin Farid, 2010 : 325). 
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(2.) Culpa lata yang tidak disadari atau kelalaian. 
UNCONSCIUS: Kelalaian yang tidak disadari, dimana 
seseorang seharusnya sadar dengan resiko tetapi tidak 
demikian. 
Jadi, kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia 
tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan 
menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. 
Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila 
pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat 
atau keadaan tertentu dan apabila ia telah memikirkan hal 
itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya (Amir 
Ilyas, 2012 : 84-85). 
3) Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan dan 
perbuatan tersebut memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan 
tertentu maka pelaku tersebut dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf 
yang terdapat dalam KUHP adalah: 
a) Daya paksa relatif (overmacht) 
Overmacht merupakan daya paksa relative seperti keadaan 
darurat.Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam KUHP 
tidak terdapat pengertian daya paksa.Dalam memorie van 
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toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap 
daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi 
terjepit).Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang 
berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat 
dari padanya.Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus 
diperhatikan dan dipenuhi. 
b) Pembelaan tepaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) 
KUHP 
Pasal 49 ayat (2): pembelaan terpaksa yang melampaui batas, 
yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat 
karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. 
c) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan 
perbuatan pelaku mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) 
KUHP 
Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun 
pelaku menganggap  bahwa perintah tersebut berasal dari 
penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku 
melaksanakan perintah tersebut itikad baik, mengira bahwa 
perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan 
pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, 
perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos 
dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat : 
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 Syarat subjektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik 
memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; 
dan 
 Syarat objektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak 
dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan (Andi Zainal 
Abidin Farid, 2010 : 94). 
 
C. Pidana 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang pada dasarnya dapat 
diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan 
atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan 
suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah 
hukuman dan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang 
dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, 
adminitratif, disiplin dan pidana sedangkan istilah pidana diartikan secara 
sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Berikut ini beberapa Pengertian Pidana Menurut para Ahli 
(Muhammad Ekaputra, 2010 : 2-5) 
 Pengertian Pidana Menurut Van Hamel : Pidana adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 
nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum 
umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata orang 
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tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 
ditegakkan oleh negara. 
 Pengertian Pidana Menurut Simons : Pidana adalah suatu 
penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan 
dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
 Pengertian Pidana Menurut Sudarto : Pidana adalah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
 Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah 
reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestafa yang dengan 
sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
 Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich : Pidana adalah 
suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman 
yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah 
pelanggaran. 
 Pengertian Pidana Menurut Alf Ross : Pidana adalah 
Tanggung jawab sosial yang : a) Terdapat pelanggaran 
terhadap aturan hukum; b) Dijatuhkan atau dikenakan oleh 







2. Jenis – Jenis Pidana 
Menurut Pasal 10 KUHP jenis pidana atau hukuman ada dua 
macam : 
a. Pidana pokok 
1) Pidana Mati 
 Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat 
berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), 
pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4), 
Peberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP. 
 Dijalankan oleh algojo dengan cara digantung (Pasal 11) 
 Diubah dengan “Tembak Mati” (UU No.2/PNPS/1964 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)  
2) Pidana Penjara 
a. Seumur Hidup. 
b. Sementara atau waktu tertentu 
1) 1 hari – 15 tahun (Pasal 12 ayat 2) 
2) 20 tahun jika ada alternatif mati/seumur hidup/waktu 
tertentu ada pembarengan/pengulangan  
3) Pidana Kurungan 
a. Minimal 1 hari, maksimal 1 tahun 
b. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh 
pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan. 
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4) Pidana Denda 
a. Minimal 25 sen (Pasal 30 ayat 1) 
b. Jiak tidak dibayar dapat diganti kurungan pengganti. 
c. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan (Pasal 
30 ayat 3). Tapi jika ada pembarengan, pengulangan, atau 
dilakukan penjabat maka maksimal 8 bukan. 
d. Akhirnya pidana denda tidak dijatuhkan, ke UU Lalu Lintas, 
UU Korupsi. 
b. Pidana tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Pasal 35 ayat (1) KUHP.Hak-hak terpidana yang dengan 
putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan 
oleh Kitab UU ini/dalam aturan umum lainnya. 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya/jabatan tertentu. 
b. Hak memegang jabatan pada umumnya/jabatan tertentu. 
c. Hak memasuki angkatan bersenjata 
d. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum. 
e. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus, hak menjadi 
wali, wali pengawas, pengampu/pengampu pengawas atas 
orang yang bukan anak sendiri. 
f. Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan 
perwalian/pengampuan atas sendiri. 
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g. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Tidak semua barang milik terpidana: 
a. Corpora dilictie: barang yang diperoleh pada saat 
melaksanakan Pidana. Contonya: Narkotika. 
b. Instrumen delictie: barang-barang yang digunakan pada 
saat melaksanakan tindak pidana. Contohnya: Senjata api 
Pasal 39 ayat 1: Barang kepunyaan terpidana yang 
diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk 
melakukan kejahatan dapat dirampas. 
3) Pengumuman putusan hakim 
Pasal 43 KUHP : Apabila hakim memerintahkan supaya 
putusan di umumkan berdasarkan kitab UU ini atau aturan 
umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana 
cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pengumuman putusan Hakim, berkaitan dengan kejahatan 
yang berkaitan dengan masyarat luas/merugikan masyarakat. 
Cara pengumuman biasanya melalui surat kabar dan biayanya 
ditanggung terpidana 
Perbedaan Jenis-jenis pidana pokok dan Jenis-jenis pidana 
pambahan sebagai berikut : 
27 
1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan 
(Imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya 
pilihan (Fakultatif). 
2. Penjatuhan jenis pokok dapat berdiri sendiri (Independen) 
sedangkan penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri 
sendiri (Dependen). 
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan (Executie). 
3. Teori – teori Pemidanaan 
 Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 
pidana, yaitu : 
a. Teori Relatif atau Tujuan (Doeltheorien) 
Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan 
suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau 
melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih dari 
pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar 
untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu bermanfaat. 
Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana 
untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori 
perlindungan masyarakat. 
Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan 
jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena 
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terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, 
jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan. 
b. Teori Absolut atau Pembalasan (Vergeldingstheorien) 
Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak 
pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. 
Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. 
Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana 
menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, 
sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder. Contoh, apabila ada 
dua pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang 
lain, maka dia dipidana lebih berat. 
c. Teori Gabungan (Verenigingsthrorien) 
Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam 
pula, ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin 
agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang. 
a. Menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh 
Pompe. Pompe mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup 
mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan 
dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak 
dapat dikecilkan artinya pidana adalah suatu saksi dan dengan 
demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu 
hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-
kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. 
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Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan 
keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi 
yang berguan bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah 
penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan 
yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana 
beratnya   pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh 
terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi 
masyarakat. 
Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi 
kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-
tiap pidana ialah pembalasan tetapi dimaksud tiap-tiap pidana 
ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat 
terhadap hukum dan pemerintah. 
b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata 
tertib masyarakat. 
Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. 
Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang 
seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya 
dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan 
secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi 
bukan tujuan.Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan 
masyarakat. 
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Dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan 
penjatuhan pidana yaitu : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat. 
2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 
menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan olah tindakan pidana 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat. 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 5) 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam 
rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam 
arti yang luas meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam 
masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan 
expiation). 
 
D. Tindak Pidana Kesusilaan dan Pencabulan 
1. Pengertian dan Jenis-JenisTindak Pidana Kesusilaan 
Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat 
“Perihal Susila” atau kata “Susila”artinya : 
a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 
b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; 
c. Pengetahuan tentang adat 
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Kata “Susila” dalam Bahasa Inggris adalah moral, ethics, dan 
decent diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan kesopanan, 
kata ethics diterjemahkan Kesusilaan, dan kata decentditerjemahkan 
kepatuhan.Jika diamati dengan cermat ternyata “ethics” lebih sempit dari 
“moral”. Moral merupakan pertimbangan atas baik atau tidak baik sedang 
Etika merupakan ketentuan atau norma perilaku (Leden Marpaung, 2008 : 
3) 
Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi 
masyarakat tentang arti “Kesusilaan” lebih condong pada : 
“Behaviour as to right or wrong, esp in relation to sexual matter” 
 
Artinya: 
“Dari atau berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah dalam 
berperilaku dan sikap/tabiat. 
 
Tindak Pidana Kesusilaan menurut Simons (Moch. Anwar, 1986 : 
212), merumuskan Tindak pidana kesusilaan sebagai perbuatan merusak 
yang dinyatakan sebagai berikut : 
Tindak pidana kesusilaan ialah setiap perbuatan yang tergolong 
dalam kehidupan seksual yang dilakukan dimuka umum untuk 
menimbulkan atau memuaskan nafsu birahi, perbuatan mana 
menyinggung perasaan hati orang lain dan menimbulkan perasaan 
malu pada orang lain. 
Tindak Pidana Kesusilaan menurut R. Soesilo (R. Soesilo 1996 : 
204), Tindak pidana kesusilaan sebagai perbuatan merusak kesopanan 
yang dinyatakan sebagai berikut : 
 Kesopanan disini dalam arti kata Kesusilaan (zeden, eerbaarheid), 
Merusak kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan 
yang menyebabkan perasaan malu yang berhubungan dengan 
nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang 
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perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan 
anggota kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan 
sebagainya. 
 
Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana terdapat pada Buku Kedua dikualifikasikan sebagai Kejahatan 
diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan di Bidang 
Kesusilaan Pasal 281 – 299 KUHP. Dimana dikategorikan sebagai berikut 
(P.A.F Lamintang, 2011 : 2-220) 
a. Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan 
Umum (Pasal 281 KUHP) 
b. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan, dan Lain-
Lain Suatu Tulisan, Gambar atau Benda yang Menyinggung 
Kesusilaan (Pasal 282 KUHP) 
c. Tindak Pidana Menawarkan, Menyerahkan, dan Lain-Lain Suatu 
Tulisan, Gambar, dan Lain-Lain yang Sifatnya Melanggar 
Kesusilaan kepada Seorang Anak Di Bawah Umur (Pasal 283 
KUHP) 
d. Tindak Pidana Perzinahan (Pasal 284 KUHP) 
e. Tindak PIdana Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) 
f. Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dengan Wanita 
yang Sedang Berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak 
Berdaya (Pasal 286 KUHP) 
g. Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin di Luar 
Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Mencapai Usia 
33 
Lima Belas Tahun atau yang Belum Dapat Dinikahi (Pasal 287 
KUHP) 
h. Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dalam 
Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Dapat Dinikahi 
(Pasal 288 KUHP) 
i. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau Ancaman Akan 
Memakai Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan 
atau untuk Membiarkan Dilakukannya Tindakan-Tindakan 
Melanggar Kesusilaan (Pasal 289 KUHP) 
j. Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan 
dengan Orang yang Berada dalam Keadaan Pingsan, dalam 
Keadaan Tidak Berdaya atau Belum Mencapai Lima Belas 
Tahun (Pasal 290 KUHP) 
k. Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Melanggar Kesusilaan 
dengan Seorang Anak di Bawah Umur dari Jenis Kelamin yang 
Sama (Pasal 292 KUHP) 
l. Tindak Pidana dengan Sengaja Menggerakkan Anak di Bawah 
Umur untuk Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan 
Dirinya atau Membiarkan Dilakukannya Tindakan Seperti Itu 
dengan Dirinya (Pasal 293 KUHP) 
m. Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan 
dengan Anaknya Sendiri, dengan Anak Tirinya, dengan Anak 
Angkatnya, dan Lain-Lain yang Masih di Bawah Umur (Pasal 
294 KUHP) 
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n. Tindak Pidana dengan Sengaja Menyebabkan atau 
Memudahkan Dilakukannya Tindakan Melanggar Kesusilaan 
dengan Orang Ketiga oleh Anaknya Sendiri, Anak Tirinya, Anak 
Angkatnya, atau Anak yang Diurusnya yang Belum Dewasa 
(Pasal 295 KUHP) 
o. Tindak Pidana Membuat Kesengajaan Menyebabkan atau 
Memudahkan Dilakukannya Tindakan-Tindakan Melanggar 
Kesusilaan dengan Orang Ketiga sebagai Mata Pencarian atau 
sebagai Kebiasaan (Pasal 296 KUHP) 
p. Perdagangan Wanita dan Pria Belum Dewasa (Pasal 297 
KUHP) 
q. Tindak Pidana dengan Sengaja Merawat Wanita atau 
Menggerakkan Seorang Wanita Mendapatkan Perawatan 
dengan Memberitahukan Kepadanya atau dengan Memberikan 
Harapan Kepadanya bahwa suatu Kehamilan Dapat Menjadi 
Terganggu (Pasal 299 KUHP) 
2. Tindak Pidana Pencabulan 
Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti 
sebagai berikut : 
“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan 
kesusilaan).” 
 
Yang dimaksud dengan perbuatan cabul  (ontuchtige handeligen) 
adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri 
sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang 
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat 
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merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-
gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang 
perempuan dan sebagainya. (Adami Chazawi 2005 : 80) 
Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam 
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. (R. Soesilo 1996 : 212) 
Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan 
dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang 
semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing sebagai berikut (Adami 
Chazawi, 2007 :78-113) : 
a. Tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan 
Kualifikasi perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan atau 
juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan 
dalam Pasal 289 KUHP yang selengkapnya berbunyi : 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 
paling lama Sembilan tahun. 
 
b. Tindak pidana pencabulan terhadap orang pingsan, orang 
belum berumur lima belas tahun, dan lain-lain 
Kejahatan yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 
290 KUHP sebagai berikut : 
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Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, 
padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 
berdaya; 
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawin; 
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas 
tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang 
bersangkutanbelum waktunya untuk dikawin, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 
 
c. Tindak pidana pencabulan sesama kelamin (Homoseksual) 
Kejahatan homo seksual yang di maksud diatas dirumuskan 
dalam Pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut: 
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
lainsesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
 
Tindak pidana menggerakkan orang belum dewasa melakukan 
pencabulan.Kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan di atas, 
dirumuskan dalam Pasal 293 KUHP selengkapnya sebagai 
berikut : 
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang 
atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari 
hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja 
menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik 
tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang 
belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus 
atau diduganya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun. 
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 
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(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi 
pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan 
dua belas bulan. 
d. Tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak tirinya, dan lain 
sebagainya 
Kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan ini adalah dirumuskan 
dalam Pasal 294 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai 
berikut : 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah 
pengawasannya yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan 
kepadanya ataupun dengan pembantunya atau 
bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 7 tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama : 
1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau 
dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau 
diserahkan kepadanya; 
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau 
pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, 
tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau 
lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. 
 
e. Tindak pidana memudahkan pencabulan oleh anaknya, anak 
tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa 
Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 
295 KUHP sebagai berikut : 
(1) Diancam : 
1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang 
siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak 
angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang 
yang belum dewasa yang pemeliharaannya, 
pendidikan atau penjagaannya diserahkan 
kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau 
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bawahannya yang belum cukup umur, dengan 
sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan 
perbuatan cabul dengannya. 
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang 
siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul 
oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 
tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan 
sengaja menyebabkan atau memudahkan 
dilakukannya perbuatan cabul tersebut. 
(2)  Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai 
pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di 
tambah sepertiga. 
 
f. Tindak pidana menyebabkan dan memudahkan pencabulan 
Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 
296 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah. 
 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti 
amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya masing-masing. 
Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) mengemukakan bahwa : 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan 
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga 
pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan 
hakim.” 
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Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat  atau 
alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pengadilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : 
“Perimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan.Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri 
terdakwa, dan agama terdakwa.” 
 
Namun untuk kasus Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana terdapat pada Buku Kedua 
dikualifikasikan sebagai Kejahatan diatur dalam BAB XIV tentang 
Kejahatan terhadap Kesopanan di Bidang Kesusilaan Pasal 281 – 299 
KUHP. 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam 
Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang bagaimana Tindak pidana itu dilakukan.Selain itu, harus 
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diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, 
barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta 
dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh 
penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara 
fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan 
terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan 
yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek 
teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang 
ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 196) setelah diuraikan mengenai 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan 
dan pertimbangan hakim, antara lain: 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau 
penasihat hukum. 
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang 
dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan 
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berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat 
meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap 
baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa 
masih muda dan lain sebagainya. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang 
dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya : 
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya.” 
 
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, 
maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah 
satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara 
uni dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah : 
Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat”. 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar 
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, 
hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup 
di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah 
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masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Dengan 
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar 
bagi pelaku, masyarakat dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin 
besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati 
keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, 
harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai Indonesia, yakni 
hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh 








 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik 
fenomena yang sedikit pun belum diketahui (Soekanto Soerjono, 1986 : 5) 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan penelitian awal. Oleh 
karena itu, penulis akan melakukan penelitian awal berupa pengumpulan 
data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian 
ini, penulis akan melakukan penelitian di lokasi penelitian di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, serta beberapa tempat yang 
menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis- jenis dan Sumber data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data primer 
yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung 
kepada narasumber serta data sekunder yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui penelitian kepustakaan (library research) baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, 
artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada 
hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. 
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C. Teknik  Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan 
(field research)  
a. Metode penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan data dari berbagai literatur 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Metode penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang 
dilakukan melalui cara wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang 
diperlukan. 
2. Metode Pengumpulan Data  
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan Tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak 





D. Metode Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan dianalisa dan diolah dengan metode kualitatif untuk 
menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencabulan dalam Putusan 
No.19/Pid.B/2013/PN.SUNGG 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap :  KADIR DG. LIWANG 
Tempat lahir :  Samaya 
Umur/Tanggal lahir :  26 tahun/ 01 Januari 1986 
Jenis kelamin :  Laki-laki 
Kebangsaan :  Indonesia 
Tempat tinggal :  Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kec. 
Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
Agama :  Islam 
Pekerjaan :  Swasta 
2. Posisi Kasus 
Pada awalnya Korban Nuraeni Dg. Caya, pada hari Selasa tanggal 
11 September 2012 sekitar pukul 13.30 WITA, Pada waktu itu Terdakwa 
mendatangi rumah Korban Nuraeni Dg. Caya kemudian duduk dan 
bersantai di ruang tamu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang 
Saksi Hamzah Sawing Dg. Tiro dan menemani Terdakwa bercerita di 
ruang tamu, kemudian Hamzah Sawing Dg. Tiro dan Terdakwa tiduran di 
ruang tamu dan Korban Nuraeni Dg. Caya menidurkan anaknya di lantai 
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tepatnya di depan TV di lantai ruang tamu, kemudian ketika anak Korban 
Nuraeni Dg. Caya sudah tertidur pulas selanjutnya Terdakwa merayap 
dengan menindis tubuh Korban Nuraeni Dg. Caya kemudian Terdakwa 
mencium bibir Korban Nuraeni Dg. Caya yang saat itu tubuh Korban 
Nuraeni Dg. Caya terlentang menghadap keatas sehingga badan 
Terdakwa rapat mengenai badan serta payudara Korban Nuraeni Dg. 
Caya yang berakibat Korban Nuraeni Dg. Caya merasa sakit akibat beban 
berat badan Terdakwa menindis Korban Nuraeni Dg. Caya, kemudian 
Terdakwa memegang tangan Korban Nuraeni Dg. Caya dengan tangan 
kirinya dengan keras dan kuat dan berkata “jangan teriak, kalau teriak 
saya bunuh kamu” namun Korban berontak dengan mendorong bagian 
dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa 
terlempar ke belakang. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Bahwa ia terdakwa Kadir Dg. Liwang, pada hari Selasa tanggal 11 
September 2012 sekitar pukul jam 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan September tahun 2012,  bertempat di rumah 
Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya, di Dusun Samaya DEsa Romangloe Kec. 
Bontomaranu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa seseorang untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan 
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai 
berikut : 
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Pada waktu itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi/Korban Nuraeni 
Dg. Caya yang juga masih ada hubungan keluarga yang mana 
Isteri Terdakwa adalah sepupu satu kali dengan Suami 
Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya kemudian duduk dan bersantai di 
ruang tamu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi 
Hamzah Sawing Dg. Tiro dan menemani Terdakwa bercerita di 
ruang tamu, kemudian Saksi Hamzah Sawing Dg. Tiro dan 
Terdakwa tiduran dan begitu juga dengan Saksi/Korban Nuraeni 
Dg. Caya menidurkan anaknya berumur 2 (dua) tahun dilantai 
tepatnya di depan TV di lantai di ruang tamu, ketika anak 
Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya sudah tertidur maka Saksi/ Korban 
Nuraeni Dg. Caya juga tertidur kemudian tidak lama Saksi Hamzah 
Sawing Dg. Tiro meninggalkan ruang tamu tersebut untuk pergi 
bekerja selanjutnya Terdakwa merayap menindis tubuh tepat 
berada di atas perut Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya yang saat itu 
terlentang menghadap keatas sehinggabadan terdakwa 
bersentuhan rapat mengenai payudara Saksi/Korban Nuraeni Dg. 
Cayayang berakibat Saksi/Korban Nuraeni dg. Caya merasa sakit 
karena menahan beban berat badan Terdakwa yang menindisnya 
kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya 
sampai bibirnya terasa basah kemudian Terdakwa memegang 
keras dan kuat tangan Korban dengan tangan kirinya dan 
mengancam Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya akan membunuhnya 
jika ia berteriak dan Korban Nuraeni Dg. Caya tetap berteriak 
sambil mendorong dada Terdakwa yang berada diatas perutnya 
dengan kedua tangannya sehinggan terdakwa terlempar ke 
belakang sehingga Saksi/Korban bisa terlepas dari Terdakwa 
kemudian Saksi/Korban Nuraeni Dg. Caya duduk di lantai sambil 
menangis lalu mengusir Terdakwa pulang dan Saksi/ Korban 
Nuraeni Dg. Caya berlari ke rumahnya Erna Dg. Bau yang berada 
di samping rumah dan sangat merasa malu atas kejadian tersebut 
serta melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib untuk 
selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang 
berlaku; 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 289 KUHP. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
 Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Kadir Dg. Liwang bersalah melakukan 
tindak pencabulan sebagaimana yang telah didakwakan 
yaitu melanggar Pasal 289 KUHP. 
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2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kadir Dg. 
Liwang selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa 
tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos 
oblong warna dominan putih dengan motif garis bergaris 
kesamping (horizontal) dengan perpaduan hijau dan coklat 
serta disamping dada sebelah kiri baju bertuliskan GATES 
MASTER dengan gambar binatang singa berwarna hitam 
dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 Nota Pembelaan ( Pleidooi) 
Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang terdakwa 
bacakan atau terdakwa ucapkan di persidangan yang pada 
pokoknya memohon keringanan hukuman, tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa menyesal 
melakukan perbuatan tersebut. 
 
5. Amar Putusan 
Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan 
yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan 
menghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta 
hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan 
pembenar sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut 
hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
 Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan 
meringankan yang pokoknya menyebutkan bahwa : 
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1. Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa malu pada 
saksi/korban Nuraeni Dg. Caya  
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di 
persidangan 
2. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa dengan saksi/korban Nuraeni Dg. Caya beserta 
keluarganya sudah saling memaafkan/berdamai 
- Anatara terdakwa dengan saksi/korban suami Nuraeni Dg. 
Caya masih ada hubungan keluarga  
- Terdakwa belum pernah dihukum 
 
Adapun isi dari amar putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.Sungg.ialah : 
Mengingat, ketentuan pasal 289 KUHP, Undang-undang No. 8 
Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang No. 49 Tahun 
2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang 
berkaitan dengan perkara ini : 
 
MENGADILI : 
1. Menyatakan terdakwa Kadir Dg. Liwang terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang 
Kehormatan Susila”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadir Dg. Liwang 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima 
belas) hari 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju 
kaos oblong warna dominan putih dengan bermotif garis 
bergaris kesamping (horizontal) dengan warna perpaduan hijau 
dan coklat serta disamping dada sebelah kiri baju bertuliskan 
GATES MASTER dengan gambar binatang singa berwarna 
hitam dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Membebankan kepada terdakwauntuk membayar biaya perkara 
dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
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6. Analisis Penulis 
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk 
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum dituntut untuk 
mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat 
dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil 
bagi juga juga mengenai hukum pidana materil seperti unsur-unsur dari 
perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. 
Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus 
terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut : 
 Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tanggal, agama dan pekerjaan 
tersangka. 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang 
harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat 
yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak 
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terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau Van Rechtswege 
Nietig. 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya memerlukan 
bahwa surat dakwaan itu harus berisi : 
a. Surat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak 
pidana yang didakwakan kepada para terdakwa 
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para 
terdakwa 
 Dalam kasus yang diteliti penulis, menurut penulis bahwa surat 
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan 
apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dalam hal ini 
selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) point a dan b juga 
terpenuhi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan 
secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta 
penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara. 
Adapun alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa sebagai berikut :  
1. Saksi Nuraeni Dg.Caya yang memberi keterangan sebagai 
berikut : 
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian 
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- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada 
hubungan keluarga yang mana istri terdakwa masih sepupu 
satu kali dengan suami saksi 
- Bahwa saksi mengerti saat dipanggil dan dimintai 
keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah 
berbuat cabul terhadap saksi 
- Bahwa kejadian yang dimaksud saksi tersebut terjadi pada 
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 15.00 
Wita di rumah saksi di Dusun Samaya, Desa Romangloe, 
Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan perbuatannya 
tersebut adalah dengan cara terdakwa berada diatas perut 
saksi dalam keadaan posisi merayap yang mana badannya 
bersentuhan dengan tubuh saksi sehingga mengenai 
payudara saksi kemudian tangan kiri terdakwa memegang 
tangan kanan saksi sambil mencium bibir saksi 
- Bahwa pada saat terdakwa memegang tangan kanan saksi 
tersebut, terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata 
“jangan berteriak, kalau berteriak saya akan bunuh kamu” 
- Bahwa yang saksi rasakan saat dicium terdakwa waktu itu 
bibir saksi terasa basah 
- Bahwa yang dilakukan saksi disaat terdakwa mencium bibir 
saksi tersebut adalah berteriak sambil mendorong dada 
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terdakwa yang berada diatas perut saksi dengan 
menggunakan kedua tangan saksi 
- Bahwa selanjutnya terdakwa terlempar ke belakang 
sehingga saksi bisa terlepas dari terdakwa 
- Bahwa kemudian saksi duduk dilantai sambil menangis lalu 
saksi mengusir terdakwa pulang dan saksi berlari ke rumah 
Erna Dg. Bau yang berada di samping rumah dan 
selanjutnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut 
kepada Erna Dg. Bau 
2. Saksi Hamsah Sawing Dg. Tiro yang memberi keterangan 
sebagai berikut : 
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian 
- Bahwa saksi mengerti saat dipanggil dan dimintai 
keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul 
terdakwa terhadap Nuraeni Dg. Caya 
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada 
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 15.00 
Wita di rumah korban Nuraeni Dg.Caya yang bertempat di 
Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan 
Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat 
kejadian melainkan ditempat kerja 
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- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut  ketika 
saksi mendengar korban Nuraeni Dg. Caya  menceritakan 
perbuatan terdakwa tersebut kepada suami korban yaitu 
Azis Dg. Gassing di rumah korban dan saat itu saksi pulang 
kerja mampir di rumah korban 
- Bahwa bentuk penyampaian korban yang saksi dengar saat 
itu adalah terdakwa telah berbuat kurang ajar kepada korban 
dengan cara terdakwa memegang tangan kanan korban 
dengan tangan kirinya pada saat korban dengan anaknya 
tidur di ruang tamu 
- Bahwa terdakwa ketika itu memegang tangan korban 
dengan posisi di atas perut korban dan dengan cara 
terdakwa merayap dan badan terdakwa bersentuhan dengan 
badan korban 
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan terdakwa di 
rumah korban pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 
sekitar pukul 13.30 Wita yang beralamat di Dusun Samaya, 
Desa Romangloe, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten 
Gowa 
- Bahwa yang saksi lihat saat itu di tempat kejadian yang 
berada di ruang tamu saat itu korban bersama dengan 
anaknya yang berumur 2 ( dua ) tahun di depan TV begitu 
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juga dengan terdakwa sedang tidur di lantai yang berada di 
ruang tamu 
- Bahwa ketika saksi berada di ruang tamu, saksi hanya 
melihat terdakwa sedang tidur di ruang tamu dan saksi 
meninggalkan ruangan tamu tersebut untuk pergi bekerja 
pada pukul 14.30 Wita sehingga saksi tidak mengetahui lagi 
apa yang di lakukan terdakwa saat itu 
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu posisi terdakwa dan 
korban yang sedang tidur di ruang tamu dengan jarak kurang 
lebih 1 ( satu ) meter 
3. Saksi Kamisa Dg. Rimang yang memberikan keterangan 
sebagai berikut : 
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian 
- Bahwa saksi mengerti saat dipanggil dan dimintai 
keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul 
terdakwa terhadap Nuraeni Dg. Caya 
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada 
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 15.00 
Wita di rumah korban Nuraeni Dg. Caya yang bertempat di 
Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan 
Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun 
Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomaranu, 
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Kabupaten Gowa yang jaraknya sekitar 200 meter dari 
tempat kejadian 
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari 
penyampaian suami korban yang bernama Aziz Dg. Gassing 
yang mendatangi rumah saksi sekitar pukul 20.30 Wita 
setelah kejadian 
- Bahwa saat itu maksud kedatangan Azis Dg. Gassing 
mendatangi rumah saksi bertujuan mencari terdakwa 
namun, saat itu terdakwa tidak berada di rumah saksi 
- Bahwa kemudian Azis Dg. Gassing menyampaikan kepada 
saksi kalau perbuatan terdakwa telah membuat malu 
keluarganya sehingga ingin memberikan pelajaran dan juga 
ingin memberitahukan tentang perbuatan terdakwa 
4. Saksi Azis Dg. Gassing yang memberikan keterangan sebagai 
berikut : 
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian 
- Bahwa saksi mengerti saat dipanggil dan dimintai 
keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul 
terdakwa terhadap Nuraeni Dg. Caya 
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada 
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 15.00 
Wita di rumah korban Nuraeni Dg.Caya yang bertempat di 
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Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan 
Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kerja yaitu 
di tambang sedang bekerja 
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari 
penyampaian korban kepada saksi yaitu terdakwa telah 
berbuat kurang ajar kepada korban dengan memegang 
tangan kanan dan tangan kiri pada ssat bersama anaknya 
sdang tidur di ruang tamu yang mana terdakwan ketika itu 
memegang tangan dengan posisi di atas perut dan merayap 
lalu badan terdakwa bersentuhan dengan badan korban 
- Bahwa saat itu juga korban juga menyampaikan kepada 
saksi bahwa terdakwa telah menciumnya lalu saksi 
mengancam korban jangan sampai berkata bohong karena 
kalau berbohong saksi akan menceraikan korban 
- Bahwa selanjutnya korban berkata jujur kalau terdakwa telah 
menciumnya dan berani disumpah bahkan diceraikan 
apabila berbohong 
5. Saksi Haeruddin Dg. Sirua yang memberikan keterangan 
sebagai berikut : 
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian 
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- Bahwa saksi mengerti saat dipanggil dan dimintai 
keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul 
terdakwa terhadap Nuraeni Dg. Caya 
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada 
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 15.00 
Wita di rumah korban Nuraeni Dg.Caya yang bertempat di 
Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan 
Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun 
Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomaranu, 
Kabupaten Gowa yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat 
kejadian 
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dialami 
oleh korban dan dilakukan oleh terdakwa tersebut ketika 
saksi berada di depan rumah korban dan mendengar cerita 
dari korban yang sedang menceritakan peristiwa yang telah 
dialaminya kepada Kamisa Dg. Rimang 
- Bahwa bentuk penyampaian korban kepada Kamisa Dg. 
Rimang yang saksi dengar saat itu yaitu terdakwa telah 
berbuat kurang ajar dengan cara memegang tangan kanan 
dengan tangan kirinya pada saat korban yang sedang tidur 
bersama anaknya di ruang tamu yang mana terdakwa ketika 
itu memegang tangan korban dengan posisi di atas perut 
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dan merayap lalu badan terdakwa bersentuhan dengan 
badan korban lalu terdakwa sempat mencium bibir korban 
6. Saksi Erna Dg. Bau memberi keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian 
- Bahwa saksi mengerti saat dipanggil dan dimintai 
keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul 
terdakwa terhadap Nuraeni Dg. Caya 
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada 
hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 15.00 
Wita di rumah korban Nuraeni Dg.Caya yang bertempat di 
Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan 
Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun 
Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomaranu, 
Kabupaten Gowa yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat 
kejadian 
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dialami 
korban ketika saksi berada di rumah, tiba-tiba korban datang 
dan menangis lalu bercerita kepada saksi telah dikurang 
ajari oleh terdakwa dengan cara terdakwa merayap di atas 
perut korban kemudian tangannya dipegang oleh terdakwa 
lalu terdakwa mencium bibir korban 
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- Bahwa saat itu korban datang ke rumah saksi setelah 3 ( 
tiga) menit dari kejadian yang dialami korban yang datang 
dalam keadaan gemetar sambil menangis lalu bercerita 
kepada saksi yang dialaminya 
7. Adapun Keterangan Terdakwa Kadir Dg. Liwang sebagai 
berikut: 
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik kepolisian 
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah 
yang disangkakan melakukan perbuatan cabul terhadap 
Nuraeni Dg. Caya 
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 
September 2012 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah korban 
Nuraeni Dg.Caya yang bertempat di Dusun Samaya, Desa 
Romangloe, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Gowa 
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah 
saat itu mau mengambil bola disamping korban yang sedang 
tertidur kemudian terdakwa melewati tubuh korban yang 
pada saat itu tertidur dengan posisi terlentang menghadap 
ke atas kemudian terdakwa merayap diatas tubuh korban 
- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir korban 
selanjutnya terdakwa memegang tangan korban dengan 
tangan kirinya dengan keras dan kuat dan berkata “jangan 
berteriak, kalau berteriak saya akan bunuh kamu”, namun 
62 
korban berontak dengan mendorong bagian dada terdakwa 
dengan kedua tangan sehingga terdakwa terlempar ke 
belakang 
- Bahwa selanjutnya korban berteriak dan menangis sambil 
mengusir terdakwa dari rumahnya 
Adapun barang bukti yang telah diajukan kepada Penuntut Umum 
berupa : 
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna dominan putih 
dengan motif bergaris kesamping (horizontal) dengan warna 
perpaduan hijau dan cokelat serta disamping dada sebelah 
kiri baju tertuliskan GATES MASTERS dengan gambar 
binatang Singa berwarna hitam. 
 Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
Jaksa menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 289 KUHP. 
 Berdasarkan Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik 
yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umumnomor: PDM-02/SNGGU/01/2013 dan diterapkan dalam putusan 
nomor: 19/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa ini telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 289 KUHP. 
 Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang 
dipersangkakan kepada terdakwa Kadir Dg. Liwang dan fakta-fakta yang 
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terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar dakwaan 
tunggal yakni Pasal 289 KUHP. Adapaun yang harus di perhatikan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan ialah membuat 
terdakwa mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi 
dan menjadikan hukuman yang di berikan sebagai pelajaran agar tidak 
melanggar hukum. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Perkara Tindak Pidana pencabulan dalam Putusan 
No.19/Pid.B/2013/PN.SUNGG 
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 
19/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa berdasarkan beberapa pertimbangan 
hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat 
dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh 
Jaksa atau Penuntut Umum. Maka hakim selanjutnya memeriksa apakah 
tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam 
perkara ini telah di identifikasikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut : 
1) Keterangan saksi-saksi yaitu: Nuraeni Dg. Caya, Hamzah 
Sawing Dg. Tiro, Kamisa Dg. Rimang, Azis Dg. Gassing, 
Haeruddin Dg. Sirua, Erna Dg. Bau. 
2) Keterangan terdakwa yaitu: Kadir Dg. Liwang 
3) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna dominan putih dengan 
motif bergaris kesamping (horizontal) dengan warna perpaduan 
hijau coklat serta disamping dada sebelah kiri bau bertuliskan 
GATES MASTER dengan gambar binatang Singa berwarna 
hitam. 
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Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis.Adapun 
pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 289 KUHP dikaitkan 
dengan fakta – fakta hukum di persidangan. 
Unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 289 KUHP sebagai 
berikut: 
1. Unsur barang siapa 
2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan 
3. Unsur memaksa seseorang 
4. Unsur melakukan perbuatan cabul 
 
Ad. 1. Unsur barang siapa 
 Menimbang bahwa barang siapa adalah setiap orang atau 
manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban 
atas perbuatannya serta tidak ada ditemukan alasan pemaaf 
maupun pembenar yangsifatnya dan dihapuskan pidana dan 
terdakwa telah mengakui identitas sebagaimana tersebut di 
dalam Berita Acara Penyidik, dalam Surat dakwaan, 
keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Tuntutan 
Penuntut Umum serta dipersidangan diakui oleh terdakwa 
Kadir Dg. Liwang; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim 
berpendirian unsure “barang siapa” telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan menurut hukum. 
 
Ad. 2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan 
 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika 
salah satu elemen dari pada unsure ini terpenuhi maka 
seluruh unsur ini dikatakan terpenuhi ; 
 Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
secara sah misalnya memukul dengan tangan atau segala 
macam senjata, menyepak, menendang, dll. 
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 Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan 
kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak 
berdaya. 
 Menimbang, bahwa Pingsan artinya tidak ingat atau tidak 
sadar akan dirinya seperti memberi minum racun kecubung 
atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi orang 
yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi 
akan dirinya 
 Menimbang bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai 
kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
mengadakan perlawanan sedikitpun misalnya mengikat 
dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, 
memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang 
yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang 
terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disin bahwa mengancam 
orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak 
berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam 
dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya 
mengatakan tentang melakukan kekerasan dan bukan 
membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan. 
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban 
Nuraeni Dg. Caya dan keterangan saksi-saksi lainnya serta 
barang bukti yang saling bersesuaian, telah nyata terdaka 
merayap dengan menindis tubuh korban Nuraeni Dg. Caya 
terdakwa mendekati korban yang yang sedang tidur dengan 
anaknya kemudian mencium bibir korban Nuraeni Dg. Caya 
yang saat itu tubuh korban Nuraeni Dg. Caya terlentang 
menghadap keatas sehinggan badan terdakwa rapat 
mengenai badan serta payudara korban Nuraeni Dg. Caya 
yang berakibat korban Nuraeni Dg. Caya merasa sakit 
akibata beban berat badan terdakwa menindis korban 
Nuraeni Dg. Caya dan membuat korban tidak berdaya. 
 Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan 
korban Nuraeni Dg. Caya dan tangan kirinya dan keras dan 
kuat dan berkata “jangan berteriak, kalau berteriak saya 
akan bunuh kamu” namun korban berontak dengan 
mendorong bagian dada terdakwa dengan menggunakan 
kedua tangan sekuat tenaga sehingga terdakwa terlempar 
ke belakang. 
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban 
Nuraeni Dg. Caya dan keterangan saksi-saksi lainnya serta 
barang bukti yang saling bersesuaian pada saat terdakwa 
melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) lembar baju 
kaos oblong warna dominan putih dengan motif bergaris 
kesamping (horizontal) dengan warna perpaduan hijau dan 
coklat serta disamping dada sebelah kiri baju bertuliskan 
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GATES MASTER dengan gambar binatang Singa berwarna 
hitam. 
 Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim 
berpendirian unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
 
Ad. 3. Unsur memaksa seseorang 
 Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia 
arti kata memaksa dalam kata kerja bentuk (1) yaitu 
memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa 
sedangkan kata kerja bentuk ke (2) yaitu berbuat dengan 
kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa. 
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban 
Nuraeni Dg. Caya dan keterangan saksi-saksi lainnya, serta 
barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terdakwa 
merayap dengan menindis tubuh korban Nuraeni Dg. Caya 
terdakwa mendekati korban yang sedang tidur dan anaknya 
kemudian mencium bibir korban Nuraeni Dg. Caya yang saat 
itu tubuh korban Nuraeni Dg. Caya terlentang menghadap 
keatas sehingga badan terdakwa rapat mengenai badan dan 
payudara korban Nuraeni Dg. Caya yang berakibat korban 
Nuraeni Dg. Caya merasa sakit akibat beban berat badan 
terdakwa menindis korban Nuraeni Dg. Caya dan membuat 
korban tidak berdaya. 
 Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan 
korban Nuraeni Dg. Caya dan tangan kirinya dengan keras 
dan kuat dan berkata “jangan teriak, kalau berteriak saya 
akan bunuh kamu” namun korban berontak dengan 
mendorong bagian dada terdakwa dengan menggunakan 
kedua tangan sekuat tenaga sehingga terdakwa terlempar 
ke belakang. 
 Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim 
berpendirian unsur “memaksa seseorang” telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
 
Ad. 4. Unsur melakukan perbuatan cabul  
 Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya 
“KUHP” serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi 
pasal hal. 212 yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” 
adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam 
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-mencium, 
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meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada 
dan lain-lain. 
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang 
saling bersesuaian, dimana terdakwa merayap dengan 
menindis tubuh korban Nuraeni Dg. Caya terdakwa 
mendekati korban yang sedang korban yang sedang tidur 
dengan anaknya kemudian mencium bibir korban Nuraeni 
Dg. Caya yang saat itu tubuh korban Nuraeni Dg. Caya 
terlentang menghadap keatas sehingga badan terdakwa 
rapat mengenai badan serta payudara korban Nuraeni Dg. 
Caya yang berakibat korban Nuraeni Dg. Caya merasa sakit 
akibat beban berat badan terdakwa menindis korban Nuraeni 
Dg. Caya dan membuat korban tidak berdaya. 
 Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim 
berpendirian unsur “melakukan perbuatan cabul” telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
 Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dakwaan 
tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut 
umum yang berbentuk dakwaan tunggal, sehinggan Majelis 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 289 KUHP. 
 Menimbang bahwa kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan 
terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan 
bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri 
terdakwa oleh karena itu harus dijatuhkan pidana. 
 Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa 
telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa 
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
 Menimbang bahwa oleh karena karena terdakwa ditahan 
dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang 
cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada 
dalam tahanan. 
 Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di 
persidangan telah diakui keberadaannya serta 
kepemilikannya oleh terdakwa yaitu 1 (satu) lembar baju 
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kaos oblong warna dominan putih dengan bermotif garis 
bergaris kesamping (horizontal) dengan warna perpaduan 
hijau dan coklat serta disamping dada sebelah kiri baju 
bertuliskan GATES MASTER dengan gambar binatang singa 
berwarna hitam, dan digunakan pada saat melakukan tindak 
pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut 
dirampas untuk dimusnahkan. 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan 
terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan 
pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka 
terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara 
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. 
 
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilanbaik bagi korban maupun bagi terdakwa. 
Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim 
harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam 
pasal 184 KUHAP sebagai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu terdakwa pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
 Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang 
dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang 
secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem 
pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu: 
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang. 
b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut Undang-undang. 
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Alat-alat bukti sah sebagimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP terdiri dari : 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
 
 Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, dan petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan 
barang bukti yang diajukan dalam persidangan.Kesesuaian antara 
masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum 
yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap 
bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk 
menunjukkan kesesuaian satu sama lain. 
 Adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili 
terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan sebagai 
berikut ; 
- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 11 September 
2012 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah saksi 
korban Nuraeni Dg. Caya, di Dusun Samaya, Desa Romangloe, 
Kec. Bontomaranu, Kab. Gowa ; 
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- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Nuraeni Dg. Caya bukan 
merupakan suami istri ; 
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban 
Nuraeni Dg. Caya kemudian duduk dan bersantai di ruang tamu, 
selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi Hamzah 
Sawing Dg. Tiro dan menemani terdakwa bercerita di ruang 
tamu, kemudian saksi Hamzah Sawing Dg. Tiro dan terdakwa 
tiduran di ruang tamu ; 
- Bahwa saksi korban Nuraeni Dg. Caya menidurkan anaknya di 
lantai depan tv tepatnya di ruang tamu, kemudian ketika anak 
saksi korban sudah tertidur maka korban ikut pula tertidur ; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa merayap dengan menindis tubuh 
korban Nuraeni Dg. Caya kemudian terdakwa mencium bibir 
korban yang saat itu tubuh korban terlentang menghadap ke 
atas sehingga badan terdakwa rapat mengenai badan serta 
payudara korban yang mengakibatkan korban merasa sakit 
akibat berat badan terdakwa menindis korban ; 
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan korban Nuraeni 
Dg. Caya dengan tangan kirinya dengan keras dan kuat serta 
berkata „jangan berteriak, kalau berteriak saya akan bunuh 
kamu‟ , namun korban berontak dengan mendorong bagian 
dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sehingga 
terdakwa terlempar ke belakang ; 
- Bahwa selanjutnya korban Nuraeni Dg. Caya mengusir 
terdakwa untuk keluar dari rumahnya ; 
- Bahwa antara terdakwa dengan korban masih ada hubungan 
keluarga yaitu istri terdakwa masih sepupu satu kali dengan 
suami korban ; 
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian 
yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 28 
Januari 2013. 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Kadir Dg. 
Liwang adalah orang yang memliki kemampuan untuk mempertanggung-
jawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian 
penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, 
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sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
Selanjutnya adapun pertimbangan-pertimbangan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah: 
1. Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa malu pada 
saksi/korban Nuraeni Dg. Caya  
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan 
keterangannya di persidangan 
2. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa dengan saksi/korban Nuraeni Dg. Caya 
beserta keluarganya sudah saling memaafkan/berdamai 
- Antara terdakwa dengan saksi/korban suami Nuraeni Dg. 
Caya masih ada hubungan keluarga  
- Terdakwa belum pernah dihukum 
 
2. Analisis Penulis 
Menurut penulis keputusan majelis Hakim sudah sesuai setelah 
mempertibangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi 
pidana kepada terdakwa Kadir Dg. Liwang dengan pidana penjara selama 
2 bulan 15 hari. 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan 
beberapa nara sumber yang kompoten dalam perkara ini, maka Penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
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menjatuhkan putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 289 
KUHP, namun terdapat kekurangan dimana hakim perlu pula melihat 
posisi korban pada saat kejadian dimana kejahatan bukan terjadi hanya 
karena adanya niat tapi adanya kesempatan. Kesempatan yang saya 
maksud dalam hal ini ialah korban yang yang tidur di ruang tamu yang 









1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 
19/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa berawal dari Tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan 
untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum juga telah sesuai dengan menerapkan Pasal 289 
KUHP tentang Perbuatan menyerang Kehormatan Kesusilaan atau 
juga disebut Perbuatan Cabul kepada Terdakwa Kadir Dg. Liwang 
dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat 
bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk 
maka selanjutnya, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti 
bersalah dan melanggar Pasal 289 KUHP. 
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
No,19/Pid.B/PN.Sungguminasa menurut Penulis sudah sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga 
alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 
petunjuk sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 
Kadir Dg. Liwang sebagai pelaku pencabulan tersebut. Selain itu, 
terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menyangkut berat 
ringannya pidana (strafmaat) menurut penulis sudah sesuai untuk 
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dijadikan pertimbangan dalam memutus hukuman pidana penjara 
terdakwa Kadir Dg. Liwang. Sehingga telat tepat hakim Pengadilan 




1. Penuntut Umum harus senantiasa lebih teliti dan cermat dalam 
menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi 
hakim dalam siding dan pengadilan. Salah satu hal yang harus 
diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya 
didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari 
kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana. 
2. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa 
seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 
memutus suatu perkara. Karena hal tersebut bisa menjadi 
pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara apakah 
memberikan hukuman maksimal atau hukuman minimal bagi 
terpidana. 
3. Hakim harus memutus perkara dengan teliti dan adil agar hukuman 
yang diputus oleh hakim dapat menjadi efek jera bagi terdakwa 
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